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Penelitian menganalisis terjadinya pembatal an terlaksananya jual beli karena kesalahan Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang menghambat proses transaksi jual beli. Metode penelitian yang digunakan melalui
pendekatan doktrinal. Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan kuasa palsu untuk melakukan pengecekan
dan pengurusan sertipikat hak atas tanah tanpa diketahui oleh pemegang hak atas tanah dalam kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pid/2023. Perubahan terhadap sertipikat tanah harus dilakukan dan
disetujui oleh pemegang hak atas tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diperbolehkan menggunakan
kuasa palsu dalam persetujuan dari pemegang hak atas tanah untuk perubahan pada sertipikat hak atas tanah.
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat dan menggunakan kuasa palsu memenuhi unsur perbuatan
melawan hukum dan rumusan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP.

...... The study discusses the cancellation of the sale and purchase due to notary errors that hinder the sale and
purchase transaction process. Notaries use fake powers of attorney to check and administer land title
certificates without the knowledge of the land title holdersin the case of Supreme Court Decision Number
859 K/Pid/2023. Changes to land certificates must be made and approved by the land title holders, Notaries
are not allowed to use fake powers of attorney in the approval of land title holders for changesto land title
certificates. A notary who creates and uses afake power of attorney fulfills the elements of an unlawful act
and the formulation of Article 263 paragraph (1) in conjunction with Article 263 paragraph (2) of the
Criminal Code.
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